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ABSTRACT 
The problem discussed in this research is the implementation of Islamic values in shariah-based 
banks. The purpose of this research is to find out whether Islamic values consist of al-hurriyah 
(freedom), al-musawah (equality or equality), al- 'is (justice), ash-shidq (truth and honesty), al-
ridha (willingness), al-kitabah (written), have been applied in sharia-based banks. The type of 
research is qualitative describing the application of Islamic values in Islamic banks through in-
depth interviews. The results of the research  show that Islamic banks have applied Islamic 
values in running its operations as  shariah-based financial institutions consisting of al-
hurriyah (freedom).  The parties making the agreement / contracts are Islamic banks and 
customers who  are free to make agreements on the basis of willingness on each party, al-
musawah (equality or equality) in the form of  queuing numbers to customers in sharia banks, 
al-'adalah (justice) in the form of a percentage between the customer and the bank in 
cooperation, ash-shidq (truth and honesty), more ephasizing the application of the values of 
honesty between banks and customers, al-ridha (willingness), and al- kitabah (written):  the 
existence of a contract in writing an agreement between the banks and the customers. However, 
these values have not been applied maximally to shariah banks. 
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PENDAHULUAN 
rinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip sebagaimana yang telah difatwakan 
oleh Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf 
aUndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas menyatakan 
bahwa, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip 
syariah. (www.bi.go.id, 2017) 
Akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah) dengan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, 
sebagaimana dimuat dalam KUHPerdata, suatu perjanjian tidak boleh antara lain, bertentangan 
dengan undang-undang. Dengan demikian jelaslah bahwa, setiap aktivitas perbankan yang 
dijalankan oleh bank syariah yang ada di Indonesia harus selalu berada pada jalur prinsip-prinsip 
syariah. (Sutan Remy Sjahdeini, 2014, p. 127)  
Perbankan syariah harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-Islaman di dalam prosedur dan 
mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islam yang berasal dari prinsip-prinsip (asas-asas) syariah 
tersebut tentunya tidak hanya menjadi simbol saja, akan tetapi harus teraplikasi secara nyata 
dalam setiap aktivitas perbankan syariah, baik itu pada level karyawan terendah sampai pada level 
tingkat manajerial puncak bahkan sampai pada nasabah bank syariah itu sendiri. Sehingga 
perbankan syariah dapat senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai Islam guna mencapai 
P 
Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 
250      ||           Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition 
pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam 
aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara lain, al-hurriyah 
(kebebasan), al-musawah (persamaan atau kesetaraan), al-‘adalah (keadilan),ash-shidq 
(kebenaran dan kejujuran),al-ridha (kerelaan), al-kitabah (tertulis). Al-hurriyah (kebebasan) 
merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu 
perjanjian atau akad (freedom of making contract).(Djamil, 2001, p. 249) 
Dengan adanya pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas perbankan syariah 
yaitu perjanjian/akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabahnya, akan sangat 
mendukung proses perkembangan perbankan syariah ke depannya. Penerapan nilai-nilai Islam 
pada bank syariah secara baik dan benar tentu saja akan mempengaruhi keputusan masyarakat 
untuk menjadi nasabah bank syariah. Penerapan nilai-nilai Islam perlu menjadi perhatian penting 
bagi settiap bank syariah. Dengan penerapan nilai-nilai Islam tersebut, akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya ataupun untuk menggunakan pembiayaan 
dari perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat menempatkan dananya atau menggunakan 
pembiayaan dari bank syariah, itu menunjukkan masyarakat telah menjadi nasabah yang loyal 
pada bank syariah. 
Berangkat dari persoalan di atas maka akan dikaji lebih dalam bagaimana perbankan 
syari’ah tersebut menerapkan nilai-nilai Islam sebagai asas dan prinsip dalam hukuk perjanjian 
Islam pada setiap aktifitas yang dilakukan di perbankan syari’ah. 
LANDASAN TEORI 
Nilai-nilai Islam 
Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa, Islamic economic is a social sciens with 
studies the economic problems of a people imbued with the value of Islami (Ilmu pengetahuan 
sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). 
(Manan, 1970, p. 3) Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk 
membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah.Penerapan 
sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam 
seluruhkegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. 
(Rozalinda, 2014, p. 3) 
Nilai-nilai Islam pada hakekatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-
ajaran tentang bagaimanamanusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini.Dari uraian 
di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai-nilai Islam adalahsifat-sifat (hal-hal) dari ajaran Islam 
yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.Nilai-nilai Islambukan hanya mengatur hubungan 
manusia dengan Allah, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya 
sertahubungan antara manusia dengan alam. (Musrin, 2004, p. 64) 
Pembagian Nilai-nilai Islam 
Islam merupakan the comprehensive way of life bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya 
bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup 
dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, 
Islam sangat menganjurkan umatnya menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi 
untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan shalat sebagai ibadah utama dan tiang agama. 
Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi 
hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam.Firman 
Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275, 
 َلََحأَوٱ َُلِل ٱ َعَۡيبۡل  َمَرَحَوٱ 
 ْاَٰوب ّّرل  
....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....  
Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 
Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition         ||          251  
Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu 
sisi, umat Islam harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sementara di sisi lain, umat Islam harus berpegang teguh pada 
ketentuan yang ada dalam syariah. Umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan 
tetapberpedoman pada nilai-nilai Islami (syariah).Fathurrahman membagi nilai-nilai Islam dalam 
konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: 
al-hurriyah (kebebasan), al-musawah(persamaan atau kesetaraan), al-‘adalah (keadilan), al-
ridha (kerelaan), ash-shidq (kebenaran dan kejujuran), al-kitabah (tertulis). (Djamil, 2001, p. 
249) 
Al-hurriyah (kebebasan)merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana 
para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making contract). Bebas dalam 
menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, 
serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di 
kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan 
syariahIslam.Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kehilafan dan 
penipuan.Dasar hukum asasataunilai-nilai Islamal-hurriyah (kebebasan) Tertuang dalam QS. Al-
Baqarah: 256, 
 اَلا  ّيف َهاَرۡكّإٱ  ّني ّّدل  ََنَيَبت َدقٱ ُدۡش  رل  َنّمٱ  ّ َّيغۡل  ّب ُۡرفَۡكي نََمفٱ ّتُوغ
ٰ
َطل  ّب ۢنّمُۡؤيَوٱ َّلِل  َّدَقفٱ َكَسَۡمتۡس  ّبٱ ّةَوُۡرعۡل ٱ َٰىقۡثُوۡل 
 َلاٱ َماَصّفن  َو ۗاََهلٱ َُلِل   ميّلَع  عيّمَس٢٢٢  
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] 
dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 
Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan 
apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan 
dengan syariah Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan 
implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk 
aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat 
melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan. (Nastangin, 1995, p. 5) 
Al-musawah (persamaan atau kesetaraan)merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur 
bahwa para pihakmempunyai kedudukan yang sama (bargainingposition),sehinggadalam 
menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan 
atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asasataunilai-nilai Islamal-musawah (persamaan 
atau kesetaraan)tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat: 13: 
اَه َيأا َٰي ٱ ُسَانل  َاّنإ َدنّع ۡمُكَمَرَۡكأ َّنإ 
 ْا اُوفَرَاَعتّل َّلئا َاَبقَو اٗبُوعُش ۡمُك َٰنَۡلعَجَو َٰىثُنأَو َٖرَكذ ن ّّم مُك َٰنَۡقلَخٱ َّلِل  َأ َّنإ  ۡمُك ٰٰ َقۡتٱ ََلِل 
 ٞرّيبَخ  ميّلَع١١  
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
Dari ketentuan QS. Al-Hujurat: 13 tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), sedangkan yang 
membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah 
derajat ketakwaannya. 
Al-‘adalah (keadilan)merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu 
perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan 
kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya.Perjanjian harus senantiasa 
mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi 
salah satu pihak. Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan 
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dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan  hukum harus 
diimbangi dengan keadilan ekonomi. (Sholihin, 2010, p. 396)Dasar hukum asasataunilai-nilai 
Islamal-‘adalah (keadilan)tertuang dalam ketentuan QS. Ar-Rahman: 9, 
 ْاوُميَّقأَو ٱ ۡزَوۡل َن  ّبٱ ّطۡسّقۡل  ْاوُرّسُۡخت َلاَوٱ َناَزيّمۡل ٩  
Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu  mengurangi neraca 
itu. 
Dari ketentuan QS. Ar-Rahman: 9 tersebut menunjukkan bahwa, nilai keadilan sangat 
penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Hanya 
keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetap dalam sistem 
Islam.Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh 
aspek kehidupan.Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia 
dalam kehidupan. 
Al-ridha (kerelaan) merupakan asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala 
transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh 
ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement.Dasar hukum asasataunilai-nilai 
Islamal-ridha (kerelaan)tertuang dalam ketentuan QS. An-Nisa: 29, 
 َشَۡخيۡلَو ٱ َنيَّذل  َ َتيَۡلف ۡمّهَۡيلَع ْاُوفاَخ ًاف َٰعّض َٗةي ُّّرذ ۡمّهّفۡلَخ ۡنّم ْاوُكََرت َۡول ْاُوقٱ ََلِل  ًاديّدَس ٗلاَۡوق ْاُولُوَقيۡلَو٩  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. 
Dari ketentuan QS. An-Nisa: 29 tersebut, kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam 
hal membuat perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan kepada 
asas atau nilai-nilai kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. 
Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran)merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa 
dalam perjanjian atau akadsetiap pihak harus berlaku jujur dan benar.Di dalam Islam, setiap orang 
dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan 
sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya 
mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk 
menghentikan proses perlaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asasataunilai-nilai 
Islamash-shidq (kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 70: 
اَه َيأا َٰي ٱ َنيَّذل  ْاُونَماَءٱ ْاُوَقت ٱ ََلِل  اٗديّدَس ٗلاَۡوق ْاُولُوقَو٧٧  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan 
yang benar, 
Dari ketentuan QS. Al-Ahzab: 70 tersebut, menegaskan bahwa setiap muslim wajib untuk 
berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. 
Sehingga faktor kepercayaan (trust) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu 
perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilaiash-shidq (kebenaran dan kejujuran)harus menjadi visi 
kehidupan seorang muslim. Dari nilai-nilai ash-shidq (kebenaran dan kejujuran)ini akan 
memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. 
Al-kitabah (tertulis)merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian 
atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.Dasar hukum 
mengenai asasataunilai-nilai Islamal-kitabah (tertulis) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282, 
اَه َيأا َٰي ٱ َنيّذَل  َأ اٰىَلّإ ٍنَۡيدّب ُمتنَيَاَدت َاذّإ ْا اُونَماَء َف ى ّٗمَس  م ٖلَجٱ  ُهُوُبتۡك  ّب ُّۢبتاَك ۡمُكَنۡيَب ُبتۡكَيۡلَوٱ  ّلۡدَعۡل … ٢١٢  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar.  
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Dari ketentuan QS. Al-Baqarah:282 tersebut jelas mengisyaratkan agar suatu perjanjian 
atau akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam 
kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian atau akad hendaknya juga 
disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip 
tanggung jawab individu.Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, 
dalam Islam ketika seseorang hendak membuat perjanjian atau akad dengan pihak lainnya, selain 
harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam 
bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi.Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-
akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang komplek.(Djamil, 2001, p. 249) 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, 
dengan tujuan untuk melihat sejauh mana bank syariah telah menerapkan nilai-nilai Islam di 
dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga keuangan syariah. Di sini penulis melakukan 















Gambar:1 Kerangka Penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Nilai-nilai keIslaman mutlak dimiliki oleh setiap pimpinan dan karyawan darisetiap 
perusahaan yang berbasis syariah atau orang-orang yang melakukan kerjasama. Ia harus memiliki 
akidah yang tidak menyimpan dari jalur syariah. Menurur hasil wawancara penulis dengan salah 
satu pimpinan bank, profesionalisme tidak boleh dilupakan bagi seorang pegawai dalam bekerja, 
meskipun mereka bekerja dengan tujuan jihad. Seorang karyawan atau pekerja tidak hanya 
mampu untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaanya, karyawan juga memiliki kewajiban untuk 
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tercermin sikap dan tingkah laku yang syariah. Selain itu, keduanya harus dilakukan dengan 
seimbang antara pekerjaan dan menyelesaikan kewajiban di dunia untuk di akhirat. Menurut Rudi 
sebagai informan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) nilai-nilai Islam berbasis syariah yang 
menjadi landasan dalam menjalankan kegiatanatau mengelola Bank Syariah yaitu; 
Kejujuran (Ash-Shidq) 
Menurut informant dalam penelitian iniKejujuran akan dimulai dari sifat salingmengenal 
antara bank dengan nasabah dengan kata lain transparansi. Kemudian bahwa kejujuran yang 
berlandaskan pada nilai-nilai Islam adalah suatu hal yang dijadikan sebagai identitas diri dari 
Bank Syariah, dengan kejujuran yang diterapkan maka nasabah dapat mempercayakan dananya 
kepada Bank Syariah tanpa unsur keraguan. Salah satu yang menjadi bukti kejujuran dari Bank 
Syariah adalah prinsip transparansi yang diterapkan pada nasabah. Kejujuran yang bersifat 
transparansi yang dilakukan Bank Syariah kepada nasabah adalah diantaranya; penentuan harga 
bagi bank syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan 
dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya 
porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan, dan resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam 
melakukan transaksi dengan pihak bank. Hal tersebut dilakukan pada waktu akad. Informant dari 
Bank Syariah mengemukakan bahwa usaha syariah berdasarkan pada syariat Islam, yang 
mengkedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah. 
Misalnya dalam pengambilan keuntungan (margin) serta bagi hasil (sharing), sedangkan dari segi 
benefit diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman bathin bagi para nasabah 
yang menggunakanya. Bank Syariah dalam hal kejujuran diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam 
yang berbasis syariah yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparency. Berikut 
beberapa transparansi dari Bank Syariah yang wajib diberitahukan kepada nasabah; 
1.  Bank Syariah menyampaikan informasi secaratepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada 
nasabah. Keterbukaan dalammenyampaikan informasi yang material dan relevan serta 
keterbukaan Bank Syariahdalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan agar 
nasabah memperolehinformasi yang akurat tentang aturan atau hal-hal yang perlu diketahui 
oleh nasabah. 
2. Informasi yang disampaikan berhubungan dengan visi, misi, sasaran usahadan strategi 
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan konvensasi pengurus,pengelolaan risiko serta 
kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi banksyariah. Hal ini menjadi alasan agar 
manajemen pengelolaan nilai-nilai Islamberjalan sesuai dengan arahan dari DPS (Dewan 
Pengawas Syariah).  
Menurut informant, nilai-nilai Islam tentang kejujuran yang bersifat transparansibelum 
sepenuhnya diterapkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, hal inidikarenakan masih banyak 
hal yang seharusnya diketahui oleh nasabah namun pihakbank tidak menyampaikannya. 
Contohnya saja dana nasabah yang dikelolah olehpihak bank tidak diketahui pasti oleh nasabah 
usaha apa yang telah dibiayai olehpihak bank serta keuntungan secara menyeluruh yang diperoleh 
pihak bank.Namun dalam hal ini menjelaskan bahwa transparansi dalamperbankan dapat dilihat 
dari pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah langsungdan dilaporkan kepada pihak bank. 
Namun yang menjadi permasalahan adalah kerapkali terdapat ketidak jujuran dalam pembagian 
pendapatan antara pihak bank dannasabah. Hal ini biasanya terjadi karena pihak bank telah 
percaya penuh untukmemberikan dananya kepada nasabah. Dari hal di atas, menunjukkan bahwa 
nilai-nilai Islam tentangkejujuran belum sepenuhnya bisa dikatakan sesuai dengan prinsip 
syariah. 
Kesetaraan, (Al Musawah) 
Dari hasil wawancara penulis dengan informant bahwa kesetaraan adalah adanya kesamaan 
untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi 
kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling 
merugikan keuntungan atau kelebihan kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan 
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mau bekerjasama. Akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab bukan hanya 
kaitanya dengan sesama akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah SWT. Dan akan 
mendapatkan balasannya. Kesetaraan yang dimaksudkan adalah suatu kondisi dimana dalam 
perbedaan dan keragaman yang ada pada diri manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama 
dan satu tingkat. Dalam hal ini Bank Syariah tidak menjadikan perbedaan antarakeluarga dan 
orang lain, kaya dan miskin. Akan tetapi semua orang atau nasabah dari Bank Syariah berhak 
mendapatkan perlakuan yang sama dan akan tetap diperlakukan sama rata atau setara dengan 
yang lainya. Namun hal tersebut belum sepenuhnya di terapkan oleh bank syariah, karena pada 
Bank Syariah bagi nasabah yang ingin melakukan penyetoran uang dalam jumlah yang besar 
diberikan kebebasan untuk menyetorkan uangnya langsuang ke dalam ruangan teller tanpa harus 
melakukan antrian terlebih dahulu. Bukan hal itu saja bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan 
yang mana tergolong PNS (pegawai negeri sipil) apabila mengajukan pembiayaan yang 
pembayaranya melakukan sistem potong gaji maka waktu yang dibtuhkan untuk realisasi 
pembiayaan cukup satu hari saja. Dapat disimpulkan bahwa nilai kesetaraan belum sepenuhnya 
diterapkan oleh bank syariah.  
Keadilan (Al-Adilah) 
Menurut informant di Bank Syariah, keadilan mengacu pada hubungan yang tidak 
dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atasproporsi masukan dan keluarannya. Setiap 
akad (transaksi) harus benar-benarmemperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin 
menghindari perasaan tidak adil(Dzalim), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing-
masing pihak. Salahsatunya adalah keadilan yang harus didapatkan oleh setiap nasabah, baik itu 
dari segipelayanan, penentuan harga secara adil, maupun umpan balik terhadap masalah 
ataukeluhanya terhadap Bank. Keadilan dalam hal ini adalahkeadilan yang harus didapatkan oleh 
seluruh pihak yang berhubungan dengan Bank Syariah.termasuk nasabahnya, nasabah berhak 
mendapat bagi hasil sesuai denganhasil kesepakatan pada waktu akad begitupun sebaliknya 
dengan pihak Bank Syariah informant menjelaskan bahwa prinsip keadilan dapat terlihat 
padapengelolaan kegiatan usaha syariah yang menghasilkan pendapatan, contohnya sajabagi 
hasil. Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan akad yang terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu 
musyarakah dan mudharabah. Proporsi keuntungan yang diperolehnasabah berdasarkan akad 
musyarakah adalah 60% untuk nasabah dan 40% untukpihak bank, hal ini dikarenakan dana yang 
diberikan pihak bank kepada nasabahadalah 50% sehingga pembagianya akan lebih besar kepada 
nasabah sebagaipengelolah. Beda halnya dengan akad mudharabah, proporsi keuntungan 
yangdiperoleh nasabah adalah 40% dan bank 60% hal ini dikarenakan pihak bankmemberikan 
dana kepada nasabah 100%. Dalam hal ini, nisbah (keuntungan) bisa saja berubah sewaktu-waktu 
berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Hal tersebut ditentukan pada waktu akad 
dan disampaikan kepada nasabah se-detailmungkin agar nasabah dapat mengerti dan 
dilaksanakan setelah kedua belah pihakmenyepakati hasil dari perjanjian tersebut. 
al-Hurriyah (kebebasan) dan al-Ridha (kerelaan) 
Adanya ijab dan qabul, Unsur-unsur pokok atau ketentuan-ketentuan dasar bagi berlakunya 
atau sahnya suatu akad tidak berbeda dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam perjanjian 
menurut civil law system, bagi Indonesia adalah KUHPerdata dan menurut hukum kontrak pada 
common law system. Menurut common law, suatu kontrak terjadi apabila didahului dengan 
adanya offer (penawaran) yang diajukan oleh salah satu pihak yang menginginkan mengadakan 
perjanjian dengan pihak lain. Dalam hukum Islam, offer disebut dengan ijab. Suatu kontrak hanya 
terjadi apabila offer yang diajukan oleh satu pihak disambut baik atau disetujui oleh pihak yang 
lain, yang disebut acceptance (penerimaan) terhadap offer tersebut. Dalam hukum Islam, 
penerimaan disebut qabul.Adanya ijab qabul dalam suatu transaksi keuangan antara bank syariah 
dengan nasabahnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam al-ridha (kerelaan) dan al-hurriyah 
(kebebasan) telah diterapkan dalam transaksi tersebut. Para pihak yang melakukan 
perjanjian/kontrak yaitu bank syariah dan nasabah bebas melakukan perjanjian atas dasar kerelaan 
atas masing-masing pihak. 
Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 
256      ||           Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition 
a. al-Kitabah (tertulis) 
Dalam Pasal1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menerangkan bahwa, 
bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah yaitu: 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 
bittamlik. 
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’. 
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh. 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah. 
Untuk transaksi multi Dari Peraturan Bank Indonesia tersebut, akad dalam hubungan-
hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang 
tidak sesuai dengan sifat bentuk hubungan muamalah yang bersangkutan.Misalnya, apabila 
bentuk hubungan muamalah tersebut berupa hubungan mudharabah, maka menurut prinsip 
syariah tidak dibenarkan investor atau pemilik modal (shahibul mal) ikutmengelola proyek yang 
dibiayai dengan fasilitas mudharabah.Hanya mudharib yang boleh mengelola proyek 
tersebut.Apabila dalam akad mudharabah yang diperjanjikan investor atau pemilik modal 
(shahibul mal) ikut mengelolaproyek, maka akad mudharabah tersebut tidak sah dan akibatnya 
batal demi hukum.Untuk itulah, nilai Islamal-kitabah (tertulis) perlu diterapkan demi kepentingan 
pembuktian di kemudian hari agar tidak terjadi perselisihan kedua belah pihak. 
KESIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa nilai-nilai Islam sudah di 
terapkan oleh bank syariah yang terdiri atas al-hurriyah (kebebasan) Para pihak yang melakukan 
perjanjian/kontrak yaitu bank syariah dan nasabah bebas melakukan perjanjian atas dasar kerelaan 
atas masing-masing pihak. al-musawah (persamaan atau kesetaraan) dalam bentuk melakukan 
nomor antrian kepada nasabah pada bank syariah. al-‘adalah (keadilan) dalam bentuk adanya 
persentase antara nasabah dengan pihak bank di dalam kerja sama.ash-shidq (kebenaran dan 
kejujuran), lebih menerapkan nilai-nilai kejujuran antara bank dan nasabah.al-ridha (kerelaan), 
al-kitabah (tertulis) adanya bentuk akad secara tertulis yang di sepakati antara pihak bank dan 
nasabah. Namun hal tersebut belum sepenuhnya di terapkan oleh bank syariah di dalam 
menjalankan operasionalnya sebagai bank yang berbasis syariah.  
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